BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/439/KPTS/402.013/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019

BUPATI MADIUN,
bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik ;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Madiun.

MEMUTUSKAN :

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten
Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada PPID Utama Kabupaten Madiun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusa

ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten
Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mempunyai tugas antara lain :

a. Pembina, melakukan pembinaan terhadap pengelola
layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh
rangkaian  kegiatan pengelolaan informasi dan
dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang

ditentukan;



. Pengarah, merupakan penentu dalam pengambilan
kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan
dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi,
termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;

. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, membahas
usulan-usulan informasi yang dikecualikan,
memberikan  pertimbangan = —pertimbangan = atas
klasifikasi informasi, termasuk informasi yang
dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas hal-
hal yang belum diatur dalam Peraturan Perundangan
yang berlaku;

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama, bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan  dan pelayanan
informasi;

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu mempunyai tugas membantu Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya;

Bidang Pendukung Sekretariat PLID, merencanakan,
melaksanakan,mengkoordinasikan,mengkonsolidasika,

dan mengendalikan pengumpulan informasi,
pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi
dari PLID Pembantu;

. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi,
mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi
informasi dan dokumentasi;

. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan

atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;



KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

i. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, melaksanakan

advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;

j. Pejabat Fungsional, membantu PPID dalam pengelolaan

informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 18 Juli 2019.
BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Jawa Timur di Sidoarjo ;
2. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Madiun.




